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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Grand Theory 

2.1.1. Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam 

(Simorangkir et al., 2018), teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik dan 

pemegang saham (principal) dengan manajer (agent). Hubungan keagenan ini 

muncul ketika satu atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

menyediakan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan 

keputusan agen tersebut. Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai titik 

pertemuan antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent). 

Agent berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebaik-baiknya karena memiliki 

tanggung jawab yang berat, agent mengharuskan principal untuk mendapatkan 

imbalan yang sesuai dengan permintaan agent. Hal ini dapat menyajikan asimetri 

informasi yang menghasilkan agency problem (Rosalia, 2017).  

Teori keagenan selanjutnya dikembangkan oleh La Porta, Lopoz De 

Silanez & Shlefer (1999) dalam (Alkausar et al., 2020) membahas mengenai 

hubungan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Adanya kepemilikan 

mayoritas akan menghadirkan kemungkinan konflk kepentingan antara pemegang 

saham mayoritas dan minoritas. Konflik ini dapat dilihat dalam kerangka masalah 

agensi. Sebagai principal dalam kasus ini yaitu pemegang saham mayoritas dan 

minoritas yang ikut mengelola perusahaan bertindak sebagai agen. Teori keagenan 



10 
 

 

menunjukkan pihak yang terutama akan menentukan keputusan dalam 

pengendalian manajemen perusahaan. (Azwari, 2016). 

 Yang ㅤterakhir  ㅤyaitu ㅤteori ㅤkeagenan ㅤyang  ㅤdikembangkan ㅤoleh ㅤArmour, 

ㅤHanssman ㅤ& ㅤKraakman ㅤ(2009) ㅤdalam ㅤ(Alkausar ㅤet  ㅤal., ㅤ2020) ㅤmembahas ㅤterkait  

ㅤhubungan ㅤdengan ㅤpihak ㅤketiga, ㅤmisalnya ㅤhubungan ㅤantara ㅤfiskus ㅤdan 

ㅤperusahaan. ㅤFiskus ㅤberharap ㅤadanya ㅤpemasukan ㅤsebesar-besarnya ㅤdari 

ㅤpemungutan ㅤpajak, ㅤsementara ㅤmanajemen ㅤberkeyakinan ㅤbahwa ㅤperusahaan 

ㅤharus ㅤmenghasilkan ㅤlaba ㅤyang ㅤsignifikan ㅤdengan ㅤbeban ㅤpajak ㅤyang ㅤrendah. ㅤDua 

ㅤsudut  ㅤpandang ㅤyang ㅤberbeda ㅤini ㅤmenyebabkan ㅤkonflik  ㅤantara ㅤfiskus ㅤsebagai 

ㅤpemungut  ㅤpajak ㅤdengan ㅤpihak  ㅤmanajemen ㅤperusahaan ㅤsebagai ㅤwajib ㅤpajak.  

ㅤDalam ㅤsistem ㅤself  ㅤassessment, ㅤwajib ㅤpajak  ㅤberperan ㅤsebagai ㅤagen ㅤpelaksana  

ㅤkewajiban ㅤperpajakan. ㅤAdapun ㅤfiskus ㅤbertindak ㅤsebagai ㅤprinsipal ㅤdalam 

ㅤhubungan ㅤkeagenan ㅤtersebut. ㅤDalam ㅤusaha ㅤmelindungi ㅤkepentingannya, ㅤwajib  

ㅤpajak ㅤ(agent) ㅤakan ㅤmengupayakan ㅤberbagai ㅤusaha ㅤdengan ㅤtujuan ㅤmeminimalkan  

ㅤbeban ㅤpajak. ㅤUpaya ㅤtersebut  ㅤdapat  ㅤdicapai ㅤdengan ㅤcara ㅤlegal ㅤmaupun ㅤillegal 

ㅤ(Frank ㅤet  ㅤal ㅤ: ㅤ2009) ㅤdalam ㅤ(Simorangkir ㅤet  ㅤal., ㅤ2018). ㅤUpaya ㅤterssebut  ㅤadalah 

ㅤtindakan ㅤyang ㅤdilakukan ㅤdengan ㅤsengaja ㅤatau ㅤmerupakan ㅤtindakan ㅤagresivitas.  

ㅤPenelitian ㅤini ㅤbertujuan ㅤmengkaji ㅤapa ㅤsaja ㅤfaktor ㅤyang ㅤmembuat  ㅤwajib ㅤpajak  

ㅤmelakukan ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤsaat  ㅤmenjalankan ㅤperannya ㅤsebagai ㅤagent  ㅤdalam 

ㅤsistem ㅤself  ㅤassessment. 

2.1.2. Teori ㅤLegitimasi 

Legitimasi ㅤyang ㅤberasal ㅤdari ㅤmasyarakat  ㅤadalah ㅤsalah ㅤsatu ㅤfaktor ㅤpenting  

ㅤyang ㅤperlu ㅤdijalankan ㅤoleh ㅤperusahaan ㅤatau ㅤentitas ㅤorganisasi ㅤuntuk ㅤdapat 
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ㅤberoperasi, ㅤbertahan, ㅤbahkan ㅤmampu  ㅤmengembangkan ㅤperusahaan ㅤatau ㅤentitas 

ㅤtersebut  ㅤdi ㅤmasa ㅤdepan ㅤ(Hadi, ㅤ2011:87) ㅤdalam ㅤ(Simorangkir  ㅤet  ㅤal., ㅤ2018). 

ㅤMenurut  ㅤSuchman ㅤ(1995) ㅤdalam ㅤ(Simorangkir ㅤet  ㅤal., ㅤ2018) ㅤlegitimasi ㅤadalah 

ㅤasumsi ㅤatau ㅤpersepsi ㅤdimana ㅤsetiap ㅤkegiatan ㅤatau ㅤtindakan ㅤperusahaan ㅤatau 

ㅤentitas ㅤtelah ㅤsesuai ㅤdengan ㅤnilai, ㅤnorma, ㅤharapan, ㅤdan ㅤkepercayaan ㅤmasyarakat  

ㅤsosial. 

Teori ㅤlegitimasi ㅤadalah ㅤteori ㅤyang ㅤbanyak ㅤdigunakan ㅤuntuk ㅤmemperluas 

ㅤteori ㅤpengungkapan ㅤtanggung  ㅤjawab ㅤsosial ㅤdan ㅤlingkungan ㅤ(Rustiarini, ㅤ2011)  

ㅤdalam ㅤ(Rengganis ㅤ& ㅤDwija ㅤPutri, ㅤ2018). ㅤLegitimasi ㅤsosial ㅤsangat  ㅤdiinginkan 

ㅤsebuah ㅤperusahaan ㅤkarena ㅤketika ㅤmemperolehnya  ㅤmaka ㅤperusahaan ㅤdapat  

ㅤmeningkatkan ㅤkekuatan ㅤkeuangannya ㅤsecara ㅤmaksimal ㅤuntuk ㅤjangka ㅤwaktu 

ㅤpanjang ㅤmelalui ㅤrespon ㅤpositif ㅤyang  ㅤditerima ㅤperusahaan ㅤdari ㅤmasyarakat  ㅤdan 

ㅤpelaku ㅤpasar ㅤsaham.  ㅤDasar  ㅤteori ㅤlegitimasi ㅤadalah ㅤ“kontrak ㅤsosial” ㅤyang  ㅤterjadi 

ㅤantara ㅤperusahaan ㅤdan ㅤmasyarakat  ㅤtempat  ㅤperusahaan ㅤberoperasi. ㅤKetika ㅤtidak  

ㅤterdapat  ㅤkeharmonsan ㅤantara ㅤkedua ㅤsistem ㅤ, ㅤancaman ㅤakan ㅤmuncul ㅤuntuk 

ㅤlegitimasi ㅤperusahaan. ㅤ 

 

2.2. Variabel ㅤPenelitian 

2.2.1. Agresivitas ㅤPajak 

Berdasarkan ㅤUU ㅤNomor ㅤ16 ㅤTahun ㅤ2009 ㅤtentang ㅤketentuan ㅤumum ㅤdan 

ㅤprosedur ㅤumum ㅤperpajakan ㅤmenyebutkan ㅤbahwa  ㅤpajak ㅤadalah ㅤkontribusi ㅤwajib  

ㅤkepada ㅤnegara ㅤyang ㅤterutang ㅤoleh ㅤorang ㅤpribadi ㅤatau ㅤbadan ㅤyang ㅤbersifat  

ㅤmemaksa ㅤberdasarkan ㅤundang-undang, ㅤdengan ㅤtidak ㅤmendapatkan ㅤimbalan 

ㅤsecara ㅤlangsung ㅤdan ㅤdigunakan ㅤuntuk ㅤkeperluan ㅤnegara ㅤbagi ㅤsebesar-besarnya  
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ㅤkemakmuran ㅤrakyat. ㅤPajak ㅤadalah ㅤbiaya ㅤyang ㅤsignifikan ㅤbagi ㅤperusahaan ㅤyang  

ㅤdikenakan ㅤpada ㅤpendapatan ㅤyang ㅤdiperoleh ㅤperusahaan, ㅤyang ㅤakan ㅤmengurangi 

ㅤlaba ㅤbersih ㅤyang ㅤditerima  ㅤoleh ㅤperusahaan ㅤdan ㅤpemegang  ㅤsaham ㅤ(Chen ㅤet  ㅤal,  

ㅤ2010) ㅤdalam ㅤ(Simorangkir ㅤet  ㅤal., ㅤ2018). 

Upaya ㅤpemerintah ㅤuntuk ㅤmeningkatkan ㅤpenerimaan ㅤdari ㅤsektor ㅤpajak ㅤini 

ㅤmengalami ㅤbeberapa ㅤkendala. ㅤSalah ㅤsatunya ㅤadalah ㅤdari ㅤpemilik  ㅤusaha ㅤ(badan)  

ㅤyang ㅤberupaya ㅤmengurangi ㅤbiaya-biaya ㅤusaha, ㅤtermasuk  ㅤbeban ㅤpajak ㅤdengan 

ㅤberbagai ㅤcara. ㅤTindakan ㅤyang ㅤdilakukan ㅤperusahaan ㅤyang ㅤberupaya ㅤuntuk  

ㅤmengurangi ㅤbeban ㅤpajak ㅤyang ㅤditangguhkan ㅤdisebut  ㅤsebagai ㅤtindakan 

ㅤagresivitas ㅤpajak. 

Perusahaan ㅤdiduga ㅤmelakukan ㅤtindakan ㅤuntuk ㅤmengurangi ㅤpajak  

ㅤterutangnya ㅤdengan ㅤmeminimalisasi ㅤpenghasilan ㅤkena ㅤpajak ㅤperusahaan.  

ㅤTindakan ㅤperusahaan ㅤdalam ㅤmengurangi ㅤbeban ㅤpajaknya ㅤmerupakan ㅤupaya 

ㅤuntuk ㅤmenghindari ㅤpajak. ㅤHlaing  ㅤ(2012) ㅤdalam ㅤ(Media  ㅤet  ㅤal., ㅤ2019)  

ㅤmendefiisikan ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤsebagai ㅤaktivitas ㅤperencanaan ㅤpajak  ㅤsemua 

ㅤperusahaan ㅤyang ㅤterlibat  ㅤdalam ㅤupaya ㅤmengurangi ㅤtingkat  ㅤpajak ㅤyang ㅤefektif. 

Manajemen ㅤselaku ㅤpembuat  ㅤkeputusan ㅤakan ㅤmempertimbangkan 

ㅤmanfaat  ㅤdan ㅤkerugian ㅤyang ㅤakan ㅤdisebabkan ㅤakibat  ㅤdari ㅤtindakan ㅤpajak  ㅤagresif.  

ㅤManfaat  ㅤdari ㅤtindakan ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤyaitu ㅤ: ㅤ(1) ㅤkeuntungan ㅤseperti ㅤbesarnya  

ㅤpenghematan ㅤpajak ㅤyang ㅤdiperoleh, ㅤyang  ㅤkemudian ㅤakan ㅤmeningkatkan ㅤkas 

ㅤyang ㅤakan ㅤdiperoleh ㅤatau ㅤditerima  ㅤoleh ㅤpemegang  ㅤsaham; ㅤ(2) ㅤmanajemen 

ㅤmendapatkan ㅤkompensasi ㅤdari ㅤpemegang ㅤsaham ㅤsebagai ㅤimbalan ㅤatas 

ㅤpenghematan ㅤpajak ㅤyang ㅤdiperoleh ㅤdari ㅤperilaku  ㅤagresif ㅤpajak; ㅤ(3) ㅤmanajemen 
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ㅤmemiliki ㅤkesempatan ㅤuntuk ㅤmelakukan ㅤrent ㅤextraction, ㅤtindakan ㅤdimana 

ㅤmanajemen ㅤberperilaku ㅤopportunistic ㅤdan ㅤtidak ㅤmemaksimalkan ㅤkepentingan 

ㅤpemegang ㅤsaham ㅤ(Chen ㅤet  ㅤal, ㅤ2010) ㅤdalam ㅤ(Simorangkir ㅤet  ㅤal., ㅤ2018). 

Menurut  ㅤFrank, ㅤet  ㅤal. ㅤ(2009) ㅤdalam ㅤ(Simorangkir ㅤet  ㅤal., ㅤ2018), 

ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤperusahaan ㅤmerupakan ㅤsuatu ㅤtindakan ㅤmerekayasa ㅤpendapatan 

ㅤkena ㅤpajak ㅤyang ㅤdilakukan ㅤperusahaan ㅤmelalui ㅤtindakan ㅤperencanaan ㅤpajak,  

ㅤbaik ㅤmenggunakan ㅤlangkah-langkah ㅤyang ㅤtergolong ㅤsecara ㅤlegal ㅤ(tax ㅤavoidance)  

ㅤatau ㅤilegal ㅤ(tax ㅤevasion). 

Jacob ㅤ(2014) ㅤdalam ㅤ(Putri ㅤ& ㅤPutra, ㅤ2017) ㅤmenjelaskan ㅤbahwa ㅤtax 

ㅤavoidance ㅤsebagai ㅤsuatu ㅤtindakan ㅤuntuk ㅤmengurangi ㅤatau ㅤmeminimalkan 

ㅤkewajiban ㅤpajak ㅤdengan ㅤmengatur ㅤuntuk ㅤmengambil ㅤkeuntungan ㅤyang ㅤberasal 

ㅤdari ㅤcelah-celah ㅤdalam ㅤketentuan ㅤpajak. ㅤDalam ㅤpraktik  ㅤtax ㅤavoidance ㅤyang  

ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤmanajemen ㅤperusahaan ㅤdilakukan ㅤuntuk ㅤmeminimalkan 

ㅤkewajiban ㅤpajak  ㅤyang  ㅤdianggap ㅤlegal,  ㅤyang ㅤmembuat  ㅤperusahaan ㅤmemiliki 

ㅤkecenderungan ㅤuntuk ㅤmelaksanakan ㅤbeberapa ㅤcara ㅤuntuk ㅤmengurangi ㅤbeban 

ㅤpajaknya. ㅤOleh ㅤkarena ㅤitu ㅤmasalah ㅤtax ㅤavoidance ㅤmerupakan ㅤpersoalan ㅤyang  

ㅤrumit, ㅤkarena ㅤdi ㅤsatu ㅤsisi ㅤhal ㅤini ㅤtidak ㅤmelanggar ㅤhukum, ㅤtetapi ㅤdisisi ㅤlain  

ㅤpemerintah ㅤtidak ㅤmenginginkan ㅤdilakukannya ㅤtax ㅤavoidance ㅤatau ㅤagresivitas 

ㅤpajak ㅤyang ㅤdilakukan ㅤsecara ㅤlegal. 

2.2.2. Corporate ㅤSocial ㅤResponsibility 

Konsep ㅤCorporate ㅤSocial ㅤResponsibility ㅤmengandung ㅤmakna ㅤbahwa 

ㅤperusahaan ㅤbukan ㅤmerupakan ㅤentitas ㅤyang  ㅤberoperasi ㅤhanya ㅤuntuk ㅤkepentingan 

ㅤperusahaan ㅤitu ㅤsendiri, ㅤtetapi ㅤdi ㅤsisi ㅤlain ㅤperusahaan ㅤjuga ㅤharus ㅤmemberikan 
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ㅤkontribusi ㅤdan ㅤharus ㅤdapat  ㅤberadaptasi ㅤdengan ㅤlingkungan ㅤserta ㅤmasyarakat  

ㅤdimana ㅤperusahaan ㅤmelakukan ㅤoperasi ㅤbisnisnya ㅤ(Rusdianto, ㅤ2013: ㅤ7) ㅤdalam 

ㅤ(Simorangkir ㅤet  ㅤal., ㅤ2018). ㅤTotok ㅤMardikanto  ㅤ(2018) ㅤdalam ㅤ(Romadhina, ㅤ2020) 

ㅤmendefinisikan ㅤCorporate ㅤSocial ㅤResponsibility ㅤsebagai ㅤkewajiban ㅤseorang  

ㅤpengusaha ㅤuntuk ㅤmerumuskan ㅤkebijakan, ㅤmemberi ㅤkeputusan, ㅤatau ㅤmengikuti 

ㅤgaris ㅤtindakan ㅤyang ㅤdiinginkan ㅤsesuai ㅤdengan ㅤtujuan ㅤdan ㅤnilai ㅤmasyarakat. ㅤ 

Caroll ㅤ(1979) ㅤdalam ㅤ(Simorangkir ㅤet  ㅤal., ㅤ2018) ㅤmenyebutkan ㅤperusahaan  

ㅤdengan ㅤcorporate ㅤsocial ㅤresponsibility ㅤyang ㅤbaik, ㅤselain ㅤharus ㅤdapat  

ㅤmemperoleh ㅤkeuntungan ㅤmaka ㅤperusahaan ㅤjuga ㅤharus ㅤpatuh ㅤterhadap ㅤhukum,  

ㅤmelakukan ㅤtindakan-tindakan ㅤetis ㅤdan ㅤmenjadi ㅤwarga ㅤnegara ㅤyang ㅤbaik ㅤmelalui 

ㅤmendukung ㅤaktivitas-aktivitas ㅤsosial ㅤsecara ㅤfinansial. 

Selaras ㅤdengan ㅤpandangan ㅤbisnis ㅤyang ㅤdikenal ㅤsebagai ㅤtriple ㅤbottom 

ㅤlines, ㅤdimana ㅤdunia ㅤbisnis ㅤdiharuskan ㅤuntuk ㅤdapat  ㅤmenyelaraskan ㅤpencapaian 

ㅤkinerja ㅤekonomi ㅤ(profit) ㅤdengan ㅤkinerja ㅤsosial ㅤ(people) ㅤdan ㅤkinerja ㅤlingkungan 

ㅤ(planet) ㅤ(Rusdianto, ㅤ2013:8) ㅤdalam ㅤ(Simorangkir ㅤet  ㅤal., ㅤ2018). ㅤUntuk ㅤdapat  

ㅤberinteraksi ㅤdengan ㅤmasyarakat, ㅤmaka ㅤperusahaan ㅤmelakukan ㅤpengungkapan 

ㅤcorporate ㅤsocial ㅤresponsibility ㅤsebagai ㅤsarana ㅤuntuk ㅤmempengaruhi ㅤpersepsi 

ㅤmasyarakat  ㅤsosial. 

Melalui ㅤpengungkapannya, ㅤditemukan ㅤsejauh ㅤmana ㅤkegiatan ㅤcorporate 

ㅤsocial ㅤresponsibility ㅤperusahaan ㅤyang ㅤtelah ㅤdilakukan. ㅤDi ㅤIndonesia, ㅤhingga ㅤsaat  

ㅤini ㅤbelum ㅤterdapat  ㅤstandar ㅤkhusus ㅤyang ㅤmengatur ㅤtentang ㅤpengungkapan 

ㅤcorporate ㅤsocial ㅤresponcibility. 

2.2.3. Komisaris ㅤIndependen 
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Dewan ㅤkomisaris ㅤmerupakan ㅤbagian ㅤperusahaan ㅤyang ㅤmemiliki ㅤtujuan 

ㅤsebagai ㅤpengawas ㅤserta ㅤmemiliki ㅤtugas ㅤdan ㅤwewenang  ㅤyang  ㅤbertanggung  ㅤjawab  

ㅤsekaligus ㅤmemberikan ㅤnasihat  ㅤkepada ㅤdireksi. ㅤDewan ㅤkomisaris ㅤsecara ㅤkolektif 

ㅤbertanggung ㅤjawab ㅤuntuk ㅤmenjalankan ㅤtugasnya ㅤdalam ㅤmengawasi ㅤserta 

ㅤmemberikan ㅤsaran ㅤdan ㅤmemastikan ㅤsecara ㅤpasti ㅤbahwa ㅤperusahaan ㅤtelah 

ㅤmenerapkan ㅤcorporate ㅤgovernance ㅤdengan ㅤbaik ㅤdan ㅤbenar ㅤ(KNKG, ㅤ2006) 

ㅤdalam ㅤ(Simorangkir ㅤet  ㅤal., ㅤ2018). 

Komisaris ㅤindependen ㅤadalah ㅤbagian ㅤdari ㅤdewan ㅤkomisaris, ㅤdimana 

ㅤberdasarkan ㅤpada ㅤUndang-Undang  ㅤRepublik  ㅤIndonesia ㅤNomor ㅤ40 ㅤTahun ㅤ2007  

ㅤtentang ㅤPerseroan ㅤTerbatas, ㅤkomisaris ㅤindependen ㅤadalah ㅤanggota ㅤdewan 

ㅤkomisaris ㅤyang ㅤditunjuk ㅤberdasarkan ㅤkeputusan ㅤRUPS ㅤ(Rapat  ㅤUmum ㅤPemegang  

ㅤSaham) ㅤdari ㅤpihak ㅤyang ㅤtidak ㅤmemiliki ㅤafiliasi ㅤdengan ㅤpemegang ㅤsaham ㅤutama,  

ㅤanggota ㅤdireksi ㅤdan ㅤatau ㅤanggota ㅤdewan ㅤkomisaris ㅤlainnya. ㅤKuriawan ㅤ(2012)  

ㅤdalam ㅤ(Romadhina, ㅤ2020) ㅤmendefinisikan ㅤkomisaris ㅤindependen ㅤadalah ㅤbentuk  

ㅤsuatu ㅤbadan ㅤdalam ㅤperusahaan ㅤbiasanya ㅤterdiri ㅤdari ㅤdewan ㅤkomisaris 

ㅤindependen ㅤdari ㅤluar ㅤperusahaan. ㅤBertujuan ㅤmenyeimbangkan ㅤuntuk ㅤmengambil 

ㅤkeputusan ㅤterutama ㅤmelindungi ㅤpemegang ㅤsaham ㅤminoritas ㅤdan ㅤpihak ㅤterkait  

ㅤlainnya. 

Komisaris ㅤindependen ㅤadalah ㅤanggota ㅤdewan ㅤkomisaris ㅤyang  ㅤtidak  

ㅤmemiliki ㅤhubungan ㅤkeuangan, ㅤkepengurusan, ㅤkepemilikan ㅤsaham ㅤdan/atau 

ㅤhubungan ㅤkeluarga ㅤdengan ㅤanggota ㅤdewan ㅤkomisaris ㅤlainnya, ㅤdireksi ㅤdan/atau 

ㅤpemegang ㅤsaham ㅤpengendali ㅤatau ㅤhubungan ㅤlain ㅤyang ㅤdapat  ㅤmempengaruhi 
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ㅤkemampuannya ㅤdalam ㅤbertindak ㅤindependen. ㅤKomisaris ㅤindependen ㅤmemiliki 

ㅤperanan ㅤpenting ㅤdalam ㅤmemonitor ㅤperusahaan ㅤ(FCGI, ㅤ2002). 

2.2.4. Leverage 

Leverage ㅤadalah ㅤkemampuan ㅤperusahan ㅤuntuk ㅤmemenuhi ㅤkewajiban 

ㅤfinansialnya ㅤbaik ㅤdalam ㅤjangka ㅤpendek ㅤmaupun ㅤjangka ㅤPanjang, ㅤatau ㅤmengukur  

ㅤsejauh ㅤmana ㅤperusahaan ㅤdibiayai ㅤdengan ㅤutang ㅤ(Wiagustini, ㅤ2014:85) ㅤdalam 

ㅤ(Windaswari, ㅤKadek  ㅤAyu ; ㅤMerkusiwati, ㅤ2018). ㅤPara ㅤpemangku ㅤkepentingan 

ㅤadalah ㅤpihak-pihak  ㅤyang  ㅤberkepentingan ㅤbaik ㅤsecara ㅤlangsung ㅤmaupun ㅤtidak  

ㅤlangsung ㅤterhadap ㅤeksistensi ㅤatau ㅤkegiatan ㅤperusahaan ㅤ(Siregar ㅤdan ㅤDini, ㅤ2016). 

Perusahaan ㅤyang ㅤmenggunakan ㅤleverage ㅤdalam ㅤoperasionalnya ㅤakan 

ㅤberusaha ㅤuntuk ㅤmempertahankan ㅤlabanya ㅤdemi ㅤkeberlangsungan ㅤdengan ㅤpihak  

ㅤkreditur ㅤyang ㅤjuga ㅤsalah ㅤsatunya ㅤmewakili ㅤstakeholder. ㅤPerusahaan ㅤyang ㅤtingkat  

ㅤleveragenya ㅤtinggi ㅤmaka ㅤterikat  ㅤdengan ㅤkepentingan ㅤkreditur ㅤuntuk ㅤtetap 

ㅤmempertahankan ㅤlaba ㅤperusahaan ㅤdengan ㅤkondisi ㅤstabil ㅤsehingga ㅤtidak ㅤagresif 

ㅤdalam ㅤhal ㅤperpajakan. ㅤJika, ㅤperusahaan ㅤberupaya ㅤuntuk ㅤmeningkatkan ㅤlaba,  

ㅤmaka ㅤbeban ㅤpajak ㅤyang ㅤdibayarkan ㅤjuga ㅤakan ㅤmeningkat  ㅤ(Adisamartha ㅤdan 

ㅤNaniek, ㅤ2015). 

Gemilang ㅤ(2017) ㅤdebt ㅤcovenant ㅤmenjelaskan ㅤsemakin ㅤtinggi ㅤhubungan 

ㅤperusahaan ㅤdengan ㅤkreditur ㅤakan ㅤmembuat  ㅤsuatu ㅤperusahaan ㅤberupaya  

ㅤmempertahankan ㅤlaba  ㅤperiode ㅤsaat  ㅤini ㅤuntuk ㅤtetap ㅤstabil ㅤagar ㅤmenjaga ㅤstabilitas 

ㅤkinerja ㅤperusahaan ㅤyang ㅤterlihat  ㅤmelalui ㅤlaba, ㅤsemakin ㅤtingginya  ㅤkepentingan 

ㅤperusahaan ㅤdengan ㅤkreditur ㅤmaka ㅤkreditur ㅤakan ㅤmengawasi ㅤperusahaan ㅤdemi 

ㅤkelangsungan ㅤpinjaman ㅤeksternal. ㅤMeskipun ㅤmemiliki ㅤleverage ㅤtinggi ㅤdan ㅤlaba 
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ㅤtetap ㅤstabil, ㅤperusahaan ㅤjuga ㅤmengalami ㅤpeningkatan ㅤpenjualan ㅤsaham. ㅤHal ㅤini 

ㅤmungkin ㅤsaja ㅤterjadi ㅤkarena ㅤbunga ㅤatas ㅤutang ㅤadalah ㅤbeban ㅤtetap ㅤyang  ㅤakan  

ㅤmengurangi ㅤpendapatan ㅤkena ㅤpajak  ㅤperusahaan. ㅤ 

2.3. Penelitian ㅤTerdahulu 

Berdasarkan ㅤpenelitian ㅤyang ㅤpernah ㅤdilakukan ㅤmengenai ㅤhubungan 

ㅤCorporate ㅤSocial ㅤResponsibility, ㅤKomisaris ㅤIndependen, ㅤdan ㅤLeverage ㅤterhadap  

ㅤAgresivitas ㅤPajak ㅤ: ㅤ 

1. Penelitian ㅤtentang ㅤpengaruh ㅤCorporate ㅤSocial ㅤResponsibility ㅤterhadap  

agresivitas ㅤpajak 

Hasil ㅤPenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤ(Media ㅤet  ㅤal., ㅤ2019) ㅤmenunjukkan 

ㅤbahwa ㅤperusahaan ㅤyang ㅤaktif ㅤdalam ㅤkegiatan ㅤsosial ㅤdan ㅤmemiliki ㅤkepedulian 

ㅤyang ㅤtinggi ㅤmengenai ㅤlingkungan ㅤdan ㅤmasyarakat  ㅤmaka ㅤcenderung ㅤtidak  

ㅤmelakukan ㅤtindakan ㅤagresivitas ㅤpajak. ㅤBerbeda ㅤdengan ㅤpenelitian ㅤyang  

ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤ(Romadhina, ㅤ2020), ㅤyang ㅤmenemukan ㅤbahwa ㅤkegiatan ㅤcorporate  

ㅤsocial ㅤresponsibility ㅤtidak ㅤmempengaruhi ㅤtindakan ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤperusahaan. 

Tabel ㅤ2.1 

Corporate ㅤSocial ㅤResponsibility ㅤterhadap ㅤAgresivitas ㅤPajak 

No Peneliti ㅤdan ㅤTahun Hasil ㅤPenelitian 

1. Romadhina, ㅤ(2020) Corporate ㅤSocial ㅤResponsibility ㅤtidak 

ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤAgresivitas 

ㅤPajak. 

2. Media ㅤet  ㅤal., ㅤ(2019) Corporate ㅤSocial ㅤResponsibility 

ㅤBerpengaruh ㅤNegatif ㅤterhadap 

ㅤAgresivitas ㅤPajak. 
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3. Simorangkir ㅤet  ㅤal., ㅤ(2018) Corporate ㅤSocial ㅤResponsibility 

ㅤBerpengaruh ㅤNegatif ㅤterhadap 

ㅤAgresivitas ㅤPajak. 

4. Rengganis ㅤ& ㅤDwija ㅤPutri, 

ㅤ(2018) 

Corporate ㅤSocial ㅤResponsibility 

ㅤBerpengaruh ㅤNegatif ㅤterhadap 

ㅤAgresivitas ㅤPajak. 

5. Suprimarini ㅤ& ㅤSuprasto, 

ㅤ(2017) ㅤ 

Corporate ㅤSocial ㅤResponsibility 

ㅤBerpengaruh ㅤNegatif ㅤterhadap 

ㅤAgresivitas ㅤPajak. 

6. Davis ㅤet  ㅤal., ㅤ(2016) Corporate ㅤSocial ㅤResponsibility 

ㅤBerpengaruh ㅤPositif ㅤterhadap 

ㅤAgresivitas ㅤPajak. 

 

2. Penelitian ㅤtentang ㅤKomisaris ㅤIndependen ㅤterhadap ㅤAgresivitas ㅤPajak 

Hasil ㅤpenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤAnggun ㅤPutri ㅤRomadhina ㅤ(2020) 

ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤkomisaris ㅤindependen ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap  

ㅤagresivitas ㅤpajak. ㅤBerbeda  ㅤdengan ㅤpenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤ(Simorangkir  

ㅤet  ㅤal., ㅤ2018) ㅤyang ㅤtidak  ㅤmenemukan ㅤbukti ㅤterkait  ㅤadanya ㅤpengaruh ㅤsignifikan 

ㅤkomisaris ㅤindependen ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤperusahaan. ㅤ 

 

 

 

 

 

 

Tabel ㅤ2.2 

Komisaris ㅤIndependen ㅤterhadap ㅤAgresivitas ㅤPajak 
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No Peneliti ㅤdan ㅤTahun Hasil ㅤPenelitian 

1. Romadhina, ㅤ(2020) Komisaris ㅤIndependen 

ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap 

ㅤAgresivitas ㅤPajak. 

2. Simorangkir ㅤet  ㅤal., ㅤ(2018) Komisaris ㅤIndependen ㅤtidak 

ㅤmempengaruhi ㅤAgresivitas 

ㅤPajak. 

3. Penelitian ㅤtentang ㅤLeverage ㅤterhadap ㅤAgresivitas ㅤPajak 

Penelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤ(Nurhandono  ㅤ& ㅤFirmansyah, ㅤ2017) 

ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤleverage ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤdan ㅤsignifikan ㅤterhadap  

ㅤagresivitas ㅤpajak. ㅤBerbeda ㅤdengan ㅤpenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤ(Windaswari,  

ㅤKadek  ㅤAyu ; ㅤMerkusiwati, ㅤ2018), ㅤyang ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤleverage 

ㅤberpengaruh ㅤnegatif ㅤpada ㅤagresivitas ㅤpajak.  

Tabel 2. 3 

Leverage terhadap Agresivitas Pajak 

No Peneliti dan Tahun Hasil Penelitian 

1. Windaswari, Kadek Ayu ; 

Merkusiwati, (2018) 

Leverage berpengaruh Negatif 

terhadap Agresivitas Pajak.  

2. Nurhandono & Firmansyah, 

(2017) 

Leverage berpengaruh Positif 

terhadap Agresivitas Pajak. 

 

2.4. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis  

Secara umum banyak faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. 

Beberapa diantaranya yang memiliki potensi dalam mempengaruhi agresivitas 
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pajak adalah Corporate Social Responsibility, Komisaris Independen, dan 

Leverage. Selanjutnya dalam penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh 

Corporate Social Responsibility, Komisaris Independen, dan Leverage terhadap 

Agresivitas pajak pada bank umum syariah periode 2017-2019 berdasarkan 

landasan teori dan penelitian terdahulu. 

2.4.1. Kerangka Pemikiran 

Skema kerangka dalam penelitian ini mengenai pengaruh Corporate 

Social Responsibility, Komisaris Independen, dan Leverage terhadap Agresivitas 

Pajak pada bank umum syariah periode 2017-2019 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 

Kerangka Pemikiran 

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak antara lain yaitu corporate 

social responsibility, komisaris independen, dan leverage. Corporate social 

responsibility menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat aktivitas corporate 

social responsibility, maka akan semakin rendah tindakan agresivitas pajak 

perusahaan, sehingga menimbulkan hubungan negatif dari agresivitas pajak.  

Komisaris independen menunjukkan bahwa apabila pengawasan dari 

komisaris independen dapat ditingkatkan di dalam manajerial perusahaan yang 

Corporate Social 

Responsibility (X1) 

Komisaris Independen (X2) 

Leverage (X3) 

Agresivitas Pajak (Y) 
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mengakibatkan kebijakan manajer dalam mengambil keputusan untuk kebijakan 

pajak akan lebih terbatas, sehingga akan menyebabkan hubungan positif terhadap 

agresivitas pajak. 

 Leverage ㅤadalah ㅤkemampuan ㅤperusahaan ㅤdalam ㅤmelakukan ㅤpembayaran  

ㅤutang-utangnya, ㅤbaik ㅤutang ㅤpokok ㅤmaupun ㅤbunganya. ㅤSemakin ㅤtinggi ㅤleverage  

ㅤmaka ㅤtindakan ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤjuga ㅤakan ㅤsemakin ㅤtinggi, ㅤsehingga ㅤakan 

ㅤmenimbulkan ㅤhubungan ㅤpositif ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak. 

2.4.2. Pengembangan ㅤHipotesis 

2.4.2.1. Pengaruh ㅤCorporate ㅤSocial ㅤResponsibiity ㅤterhadap ㅤAgresivitas ㅤPajak 

Corporate ㅤsocial ㅤresponsibility ㅤadalah ㅤsuatu ㅤusaha ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh  

ㅤmelalui ㅤbermacam-macam ㅤaktivitas ㅤsebagai ㅤbentuk ㅤpertanggungjawaban ㅤkepada 

ㅤpara ㅤstakeholder ㅤuntuk ㅤmenciptakan ㅤlegitimasi ㅤdan ㅤreputasi ㅤperusahaan 

ㅤsehingga ㅤdapat  ㅤditerima  ㅤoleh ㅤmasyarakat. ㅤSemakin ㅤtinggi ㅤaktivitas ㅤCorporate 

ㅤSocial ㅤResponsibility ㅤmaka ㅤakan ㅤsemakin ㅤbesar ㅤpula ㅤperusahaan ㅤdikenal ㅤoleh 

ㅤmasyarakat. ㅤDengan ㅤbanyaknya ㅤaktivitas ㅤCSR ㅤyang  ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤperusahaan 

ㅤdan ㅤmendapatkan ㅤlegitimasi ㅤdan ㅤreputasi ㅤoleh ㅤmasyarakat  ㅤmaka ㅤperusahaan 

ㅤakan ㅤmempertimbangkan ㅤuntuk ㅤmelakukan ㅤaktivitas ㅤyang ㅤdapat  ㅤmerusak ㅤcitra 

ㅤperusahaan ㅤseperti ㅤmelakukan ㅤagresivitas ㅤpajak. 

Selaras ㅤdengan ㅤteori ㅤlegitimasi ㅤyang ㅤmenjelaskan ㅤbahwa ㅤperusahaan 

ㅤharus ㅤmenciptakan ㅤdan ㅤmempertahankan ㅤhubungan ㅤdilingkungan ㅤsosial ㅤuntuk 

ㅤmendapatkan ㅤreputasi ㅤdan ㅤlegitimasi ㅤyang ㅤdibutuhkan ㅤperusahaan ㅤagar ㅤmampu  

ㅤmempertahankan ㅤkelangsungan ㅤhidupnya ㅤselain ㅤdengan ㅤmemperoleh ㅤlaba.  

ㅤDengan ㅤdemikian, ㅤreputasi ㅤdan ㅤlegitimasi ㅤtersebut  ㅤharus ㅤmampu ㅤdijaga ㅤdan 
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ㅤdipelihara  ㅤoleh ㅤperusahaan ㅤdengan ㅤtidak ㅤmelakukan ㅤtindakan-tindakan ㅤyang  

ㅤtidak  ㅤsejalan ㅤdengan ㅤnilai, ㅤnorma, ㅤdan ㅤharapan ㅤmasyarakat, ㅤcontohnya ㅤadalah 

ㅤmelakukan ㅤtindakan ㅤagresivitas ㅤpajak. ㅤ 

Dalam ㅤpenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤ(Simorangkir ㅤet  ㅤal., ㅤ2018) ㅤmenyatakan 

ㅤbahwa ㅤcorporate  ㅤsocial ㅤresponsibility ㅤberpengaruh ㅤnegatif ㅤterhadap ㅤagresivitas 

ㅤpajak. ㅤHal ㅤini ㅤdikarenakan ㅤsemakin ㅤtinggi ㅤtingkat  ㅤaktivitas ㅤcorporate ㅤsocial  

ㅤresponsibility, ㅤmaka ㅤakan ㅤsemakin ㅤrendah ㅤtindakan ㅤagresivitas ㅤpajak  

ㅤperusahaan. ㅤSemakin ㅤtinggi ㅤtingkat  ㅤaktivitas ㅤcorporate ㅤsocial ㅤresponsibility  

ㅤmaka ㅤperusahaan ㅤtersebut  ㅤakan ㅤmemiliki ㅤreputasi ㅤdan ㅤlegitimasi ㅤyang ㅤbaik ㅤdi 

ㅤmasyarakat  ㅤdan ㅤperusahaan ㅤakan ㅤlebih ㅤberhati-hati ㅤdalam ㅤmelakukan ㅤkegiatan  

ㅤyang ㅤakan ㅤmerusak ㅤcitra ㅤbaik ㅤdan ㅤmenghilangkan ㅤlegitimasi ㅤperusahaan,  

ㅤmisalnya ㅤtindakan ㅤagresivitas ㅤpajak. 

H1 : Corporate Social Responsibilty berpengaruh negatif terhadap Agresivitas 

Pajak 

2.4.2.2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak 

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak 

memiliki afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau 

anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris independen memiliki tugas dan 

fungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa 

perusahaan telah melaksanakan praktik transparansi, independensi, akuntabilitas, 

dan praktik keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya 

pengawasan yang dilakukan komisaris independen dapat mempengaruhi 

agresivitas pajak. Dikarenakan, pengawasan yang dilakukan komisaris 
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independen dapat mengurangi kesempatan manajer untuk bertindak agresif 

terhadap pajak perusahaan. 

Hal ㅤini ㅤberkaitan ㅤdengan ㅤteori ㅤkeagenan ㅤyang ㅤmenyatakan ㅤbahwa 

ㅤkonflik ㅤkepentingan ㅤantara ㅤagent  ㅤdengan ㅤprincipal ㅤdapat  ㅤdikurangi ㅤdengan 

ㅤpengawasan ㅤyang ㅤtepat. ㅤAdanya ㅤdewan ㅤkomisaris ㅤyang ㅤindependen ㅤakan 

ㅤmeningkatkan ㅤkualitas ㅤfungsi ㅤpengawasan ㅤdalam ㅤperusahaan. ㅤDengan ㅤdemikian 

ㅤkomisaris ㅤindependen ㅤharus ㅤmengawasi ㅤmanajemen ㅤuntuk ㅤmemastikan ㅤbahwa 

ㅤharapan ㅤpemangku ㅤkepentingan ㅤdan ㅤmasyarakat  ㅤharus ㅤdapat  ㅤdiatasi ㅤdan 

ㅤdipenuhi. ㅤ 

Penelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤ(Romadhina, ㅤ2020) ㅤmenyatakan ㅤbahwa 

ㅤkomisaris ㅤindependen ㅤmemiliki ㅤpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak. ㅤHal 

ㅤini ㅤdikarenakan ㅤtindakan ㅤmanajer ㅤdalam ㅤmengambil ㅤkeputusan ㅤuntuk ㅤkebijakan 

ㅤpajak ㅤakan ㅤsemakin ㅤterbatas ㅤapabila ㅤpengawasan ㅤdari ㅤkomisaris ㅤindependen 

ㅤdapat  ㅤditingkatkan ㅤdi ㅤdalam ㅤmanajerial ㅤperusahaan. 

H2 ㅤ: ㅤKomisaris ㅤIndependen ㅤberpengaruh ㅤnegatif ㅤterhadap ㅤAgresivitas ㅤPajak. 

2.4.2.3. Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak 

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang, atau mengukur sejauh 

mana perusahaan dibiayai dengan utang. Perusahaan dimungkinkan menggunakan 

utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Namun, 

utang akan menyebabkan adanya beban tetap (fixed rate of return) yang disebut 

dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan lebih rendah 

karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Sehingga perusahaan akan 
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tidak melakukan melakukan pembiayaan melalui hutang dengan bunga yang besar 

hanya untuk sekedar melakukan agresivitas pajak. Perusahaan yang menggunakan 

leverage tinggi dalam operasionalnya maka terikat dengan pihak kreditur untuk 

tetap mempertahankan laba perusahaan dalam kondisi stabil. 

Berdasarkan pada teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan 

harus menciptakan dan mempertahankan hubungan dilingkungan sosial untuk 

mendapatkan reputasi dan legitimasi yang dibutuhkan perusahaan agar mampu 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, ketika perusahaan 

mampu mertahankan hal itu maka para investor ataupun kreditur akan 

menginvestasikan modalnya pada perusahaan tersebut. 

Dalam penelitian yang dilakukan (Nurhandono & Firmansyah, 2017) 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kebijakan pendanaan yang menggunakan 

utang atau dana pihak ketiga untuk membiayai operasi perusahaan mempengaruhi 

indikasi tindakan agresivitas pajak yang akan dilakukan suatu perusahaan. 

H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 
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